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Abstrak
Kesehatan merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus dalam mewujudkan kes-
ejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memerlu-
kan suatu usaha yang efektif dalam mewujudkan stabilitas kesehatan masyarakat, 
keadaan ini mendorong sektor usaha kesehatan, khususnya perumahsakitan se-
bagai batu loncatan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Hubungan kontraktual 
antara pihak pemerintah dan swasta dalam bidang perumahsakitan tidak jarang 
mengundang kontroversi. Kondisi ini dapat diindikasikan terjadi akibat sudut pan-
dang pemenuhan kebutuhan kesehatan yang terkadang tidak sesuai dengan sifat 
perusahaan swasta yang berinti pada keuntungan yang maksimal. Sesuai dengan 
adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu solusi yang salah satunya 
adalah pada segi yuridis. Sesuai dengan Pasal 28H dalam bagian Hak Asasi Manusia 
(HAM), UUD Negara Republik Indonesia 1945 penekanan pada poin pemenuhan 
pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa bidang perumahsakitan menjadi salah 
satu sektor yang memerlukan pengaturan yang pasti. Dengan menggunakan metode 
normative, tinjauan akan dilakukan terhadap sisi hubungan kontraktual, khususnya 
pada segi penegakkan HAM atas kesehatan.

Abstract
Health is a sector that included as a focus of realizing community welfare. Indonesia 
as a developing country requires an effective effort in realizing the stability of public 
health. This situation encourages the health business sector, especially hospitals, as a 
stepping stone in realizing this goal. Contractual-based relations between the govern-
ment and the private sector in the field of the hospital are often controversial. This 
condition can be indicated to occur due to the viewpoint of fulfilling health needs, 
which is not suitable by the nature of private companies that have a core of maximum 
profit. Following these problems, it is necessary to find a solution within the juridical 
aspect. Under Article 28H in the section on Human Rights of the 1945 Constitution 
of the State of the Republic of Indonesia emphasis on the point of fulfilment of health 
services shows that the hospital sector is one of the sectors that require definite regu-
lation. By using juridical normative approach, the analysis will go over contractual 
relationship, especially in terms of the enforcement of human rights over health.
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1.	Pendahuluan 
Kesehatan merupakan suatu isu yang 

telah menjadi perhatian pemerintah seti-
ap negara di dunia. Sebagai salah satu fak-
tor perwujudan kesejahteraan, kesehatan 
menjadi suatu faktor yang esensial (Halligan, 
2008: 481) Kebutuhan atas kesehatan di-
kuatkan dengan pernyataan pada deklara-
si universal hak asasi manusia (HAM) yang 
menyatakan kesehatan sebagai salah satu 
hak dasar dan fundamental yang wajib pe-
menuhannya (Lancet, 2018: 2516) Dengan 
adanya pernyataan kesehatan sebagai salah 
satu unsur HAM, maka secara universal te-
lah diakui bahwa faktor kesehatan merupa-
kan kebutuhan yang vital. Sifat vital keseha-
tan pun dirasakan secara spesifik di berbagai 
negara di dunia. Upaya dalam peningkatan 
kualitas serta pemerataan fasilitas kesehatan 
menjadi langkah dalam pemenuhan kebu-
tuhan hak dasar atas kesehatan (Espigares 
& Torres, 2009: 1). Salah satu langkah yang 
diambil dalam pembangunan dengan tujuan 
pemenuhan kesehatan adalah melakukan 
konstruksi sarana dan prasarana kesehatan. 
Pembangunan berbagai fasilitas kesehatan 
yang salah satunya adalah rumah sakit, men-
jadi salah satu program yang dapat meme-
nuhi kebutuhan kesehatan masyarakat (Gold, 
Realmuto, Scherer, Kamler, & Weiss, 2018: 
324). Rumah sakit merupakan salah satu fa-
silitas yang dapat menunjang promosi kese-
hatan bagi setiap manusia. Pernyataan ini di-
buktikan dengan adanya program pendukung 
yang dilakukan oleh World Health Organiza-
tion (WHO) untuk menunjang fungsi rumah 
sakit dunia pada tahun 1970-an (Dussault 
& Franceschini, 2006: 7). Peran rumah sakit 
sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat menjadi tidak dapat 
dipungkiri. Keperluan atas rumah sakit di-
buktikan dengan meluasnya pasar pelayanan 
kesehatan di negara berkembang pada waktu 
yang tidak jauh berbeda (Hall & Schneider, 
2008: 644-645). Perkembangan akan ber-
bagai kebijakan di bidang perumahsakitan 
menjadikannya sebagai fokus pembangunan. 
Inti dari pelayanan kesehatan yang menekan-
kan pada aspek promotif pun menjadi lan-
dasan penting diadakannya pembangunan 

rumah sakit demi memenuhi tujuan terse-
but. Namun, keinginan untuk mewujudkan 
pemerataan kesehatan yang diinginkan oleh 
setiap negara di dunia menimbulkan suatu 
permasalahan. Permasalahan pemerataan 
kesehatan adalah terkait dengan peningkatan 
permintaan dan kualitas pelayanan keseha-
tan. Permintaan yang meningkat setiap wak-
tu, serta kualitas pelayanan yang kualitasnya 
semakin baik ikut serta meningkatkan biaya 
yang diperlukan (Murti, 2006: 112). Seiring 
dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan atas 
kesehatan dari waktu ke waktu, kenaikan 
harga tersebut tidak dapat dijadikan alasan 
untuk membatasi pemenuhan kesehatan 
pada setiap manusia (Kosycarz, Nowakows-
ka, & Mikołajczyk, 2019: 1). Kondisi kenai-
kan tersebut menjadikan berbagai negara be-
rusaha mengefektifkan serta mengefisienkan 
anggaran dengan berbagai metode. Metode 
seperti Public Private Partnerships (PPPs) yang 
merupakan suatu bentuk kerjasama antara 
sektor publik dan privat menjadi salah satu 
solusi pemerataan.

Indonesia sebagai salah satu negara 
yang mendambakan kesejahteraan umum 
(Raharjo, 2015: 113) tentunya perlu me-
ningkatkan derajat pemenuhan kebutuhan 
kesehatan masyarakatnya. Pernyataan terkait 
kesejahteraan umum sesuai dengan salah 
satu pasal dalam dasar hukum tertinggi nega-
ra yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia 
berhak atas kehidupan yang sehat (Isriawaty, 
2015: 2). Pernyataan yang demikian men-
jelaskan bahwa Indonesia mengakui faktor 
kesehatan sebagai faktor yang pemenuhan-
nya perlu dijamin atas dasar HAM. Tujuan 
dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 
masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia 
memerlukan suatu pemrograman yang efek-
tif. Program pemerintah atas pembangunan 
sarana-prasarana kesehatan serta perwuju-
dan adanya asuransi kesehatan atas nama ja-
minan sosial menjadi langkah yang telah di-
laksanakan oleh pemerintah (Hidayat, 2016: 
128). Namun, perlu diketahui bahwa peme-
nuhan atas kebutuhan kesehatan masyarakat 
menemui berbagai macam kendala. Kendala 
tersebut salah satunya adalah masalah pem-
biayaan. Sektor kesehatan merupakan salah 
satu bidang yang mendominasi anggaran 
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belanja negara setelah pendidikan (Indone-
sia, 2019: 15), namun nyatanya pembiayaan 
tersebut sering mengalami devisit anggaran. 
Keadaan ini menegaskan bahwa pemenuhan 
kebutuhan atas kesehatan memakan banyak 
biaya dan pemerintah memerlukan langkah 
dalam menanggulangi masalah yang terjadi. 
Penanggulangan masalah tersebut salah satu-
nya dilakukan dengan melakukan kerjasama 
dengan berbagai pihak swasta (Palmer, 2000: 
821). Keputusan pemerintah untuk bekerja-
sama dengan pihak swasta adalah demi men-
jamin kualitas serta pemerataan pelayanan 
kesehatan di seluruh wilayah Indonesia (Asi-
kin, 2013: 66). Kerjasama dalam bidang kes-
ehatan antara pihak pemerintah dan swasta 
diwujudkan dengan memberikan ruang bagi 
pihak swasta dalam melakukan bisnis penye-
diaan dan pengelolaan sarana dan prasarana 
kesehatan (Barros & Martinez-Giralt, 2006: 
2). Perwujudan kerjasama pemerintah-swas-
ta di bidang kesehatan terbukti dengan bany-
aknya sarana kesehatan seperti rumah sakit 
yang berstatus privat.

Seiring dengan adanya program ker-
jasama antara pemerintah dan pihak swasta 
di sektor kesehatan, perlu diketahui bahwa 
program ini juga menjadikan sektor swasta 
seolah-olah mendominasi bisnis perumahsa-
kitan di Indonesia (Sujatmiko, 2010: 57-58). 
Dominasi yang seolah-olah dilakukan oleh 
pihak swasta menimbulkan suatu pertanyaan 
apakah memberikan ruang bisnis bagi sektor 
vital seperti kesehatan dapat menjamin pe-
merataan yang berkeadilan. Pertanyaan ter-
kait peran swasta dalam bidang perumahsa-
kitan tidak hanya muncul berdasarkan suatu 
spekulasi, namun juga berdasarkan teori eko-
nomi yang menyatakan bahwa sektor swasta 
biasanya akan bergerak berdasarkan profit 
yang dihasilkan (Bella, Grant, Kindornay, & 
Tissot, 2013: 1). Teori ekonomi yang meny-
atakan bahwa sektor swasta berbasis profit, 
memberikan suatu gambaran sektor peru-
mahsakitan Indonesia yang tumbuh sebagian 
besar dari sektor swasta (Kementerian Kes-
ehatan Republik Indonesia, 2018: 7) dapat 
mengancam pemerataan yang berkeadilan 
dan berdasarkan HAM. Meskipun demikian, 
perlu diingat kembali bahwa sektor pem-
bangunan dalam bidang kesehatan memiliki 

beban yang sulit untuk diangkat sendiri oleh 
pihak pemerintah (Palmer, Strong, Wali, & 
Sondorp, 2006: 718). Kenyataan atas kesu-
litan pada pengelolaan pembangunan pada 
sektor kesehatan, seperti halnya yang terja-
di di Indonesia, menciptakan suatu keadaan 
yang memerlukan suatu pengaturan, dimana 
kemudian peran hukum yang memiliki tuju-
an untuk hal tersebut sangat diperlukan (Ut-
recht & Djindang, 1995: 13). Setelah melihat 
bahwa pada kenyataannya pemenuhan akan 
pembangunan atas sektor kesehatan meru-
pakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan 
oleh pemerintah saja, maka peranan pihak 
swasta menjadi sangat diperlukan. Keperluan 
atas peran swasta menunjukkan bahwa kon-
disi pembangunan di Indonesia sejalan den-
gan situasi berbagai negara di dunia (Asikin, 
2013: 66; Palmer, 2000: 821). 

Namun, adanya kontradiksi akan ke-
perluan pemerataan pada pihak pemerintah 
dan profit pada pihak swasta memerlukan 
suatu aturan tertentu. Kebutuhan atas hukum 
perlu didasarkan pada keinginan untuk me-
nyeimbangkan peranan antara pihak peme-
rintah dan swasta pada sektor pemerataan 
kesehatan masyarakat. Atas dasar sila kelima 
Pancasila, cita-cita bangsa Indonesia yang 
tertuang pada pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI 1945) terutama pada alinea 
keempat, dan pasal 28H Ayat (1); sebagai 
suatu bentuk pemenuhan HAM atas keseha-
tan maka pemerintah Indonesia memerlukan 
peraturan yang dapat menjamin pemenuhan 
kesehatan masyarakat tanpa mengurangi hak 
masyarakat serta meng-efisienkan penggu-
naan anggaran. Dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pembangunan kesehatan, maka 
pemerintah memerlukan program serta atu-
ran yang dapat meng-efektifkan pemerataan 
serta menjaga keadilan di masyarakat. Pem-
bangunan rumah sakit yang didasarkan pada 
PPPs atau contracting out merupakan bebe-
rapa program yang dapat dilaksanakan demi 
memenuhi tujuan tersebut. Metode PPPs 
dan contracting out merupakan suatu bentuk 
kerjasama pihak pemerintah dan swasta yang 
didasarkan atas hukum kontrak (Maurya, 
2018: 281; S.R & Heridiansyah, 2015: 70-
71). Perjanjian atau kontrak yang terbentuk 
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antara pihak pemerintah dan swasta dapat 
memberikan suatu bentuk kepastian hukum, 
dan sekaligus dapat menjamin keperluan 
kedua pihak secara berkeadilan. Namun, 
perlu diketahui bahwa penggunaan hukum 
kontrak perlu mengikuti prosedur yang ber-
dasarkan atas hubungan kontraktual yang be-
nar (Susetyorini, 2010: 137)

Atas dasar uraian tentang kondisi pe-
menuhan kebutuhan kesehatan khususnya 
terkait rumah sakit, maka dapat dirumuskan 
rumusan masalah yang pertama, bagaima-
na pengaturan terkait hubungan kontraktual 
antara pihak pemerintah dan swasta pada 
bidang perumahsakitan dari segi normative 
hukum? Selain itu sebagai kelanjutan dari 
permasalahan yang pertama maka rumusan 
masalah yang kedua adalah, bagaimana hu-
bungan kontraktual antara pihak pemerintah 
dan swasta tersebut dapat menjamin pe-
menuhan HAM atas kesehatan? Penerapan 
prinsip-prinsip dan teori normatif hukum ser-
ta kesehatan perlu untuk diimplementasikan 
untuk membuktikan hal tersebut. Artikel ini 
bertujuan untuk menjelaskan adanya dasar 
hukum yang dapat menyeimbangkan ke-
perluan antara pihak pemerintah dan swasta 
dalam sektor kesehatan. Penggunaan dasar 
kontrak atau perjanjian dalam bisnis peru-
mahsakitan menjadi suatu metode yang me-
narik dan berpotensi memberikan keadilan 
dalam masyarakat memerlukan perhatian 
dalam implementasinya. Dengan adanya ar-
tikel ini selanjutnya diharapkan dapat mem-
berikan manfaat pada sektor pembangunan 
pada bidang kesehatan khususnya pada pe-
rumahsakitan.

2.	Metode
Artikel ini menggunakan metode pene-

litian berbasis normative atau doktrinal den-
gan mempertanyakan regulasi pada suatu 
lingkup khusus. Penelitian dilakukan dengan 
analisa inti dari suatu bentuk hukum dengan 
aturan-aturan yang bersifat tertulis (McCon-
ville and Chui, 2007: 18). Penelitian hukum 
doktrinal adalah telaah terhadap aturan dan 
konsep hukum (Hutchinson and Duncan, 
2012: 85). Dalam metode doktrinal, kegu-
naan utama dari produk hukum dan kasus 

hukum ditelaah secara kritis dan elemen 
doktrin normatif disatukan untuk mencipta-
kan suatu argumen yang akan melengkapi 
suatu pernyataan hukum (Hutchinson, 2013: 
8). Penelitian secara doktrinal bertujuan un-
tuk memberikan penjelasan melalui siste-
matika aturan yang mengatur suatu bidang 
hukum, hubungan antar hukum, dan men-
jelaskan bagian-bagian yang sulit untuk di-
pahami di dalam suatu bentuk regulasi, dan 
juga mungkin prediksi perkembanyan suatu 
hukum tertentu (Susanti and Efendi, 2018: 
11). Penelitian hukum doktrinal berbasis ke-
pustakaan dengan analisa terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder.

3.	Hasil dan Pembahasan 

Hubungan Kontraktual Pemerintah-Swasta 
Dalam Sistem Perumahsakitan

Ikatan antara pihak pemerintah dan 
swasta didasari oleh suatu tujuan yang salah 
satunya adalah dalam percepatan pemban-
gunan (Cui, Liu, Hope, & Wang, 2018: 773). 
Timbulnya ikatan pemerintah-swasta atas 
dasar tujuan pembangunan menunjukkan 
bahwa hubungan tersebut akan memberi-
kan efek yang diharapkan oleh kedua belah 
pihak. Dampak yang diharapkan oleh pihak 
pemerintah adalah percepatan pembangu-
nan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat, sedangkan dilain sisi pihak swas-
ta memiliki keinginan untuk menciptakan 
profit dengan dasar modal yang besar dari 
keuntungan yang didapatkan atas proyek 
kerjasama pemerintah itu (Tanaka, 2018: 3). 
Tujuan yang dimiliki oleh pemerintah untuk 
masyarakatnya, serta pihak swasta untuk 
keuntungannya menunjukkan bahwa kedua 
sisi memiliki tujuan yang bersifat individual. 
Pengaruh yang diberikan dari hubungan pe-
merintah-swasta yang berdasarkan atas tuju-
an tersendiri dari kedua belah pihak menim-
bulkan sifat privat dalam hubungan tersebut 
(Chassagnon, 2011: 28-29). Hubungan anta-
ra pihak pemerintah dan swasta yang pada 
dasarnya bersifat privat menunjukkan bahwa 
pengaturannya memerlukan dimensi yang 
eksklusif. Dimensi eksklusif yang diperlukan 
dalam mengatur hubungan pemerintah-
swasta menujukkan bahwa penerapan hu-
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kum yang tepat adalah dengan menggunakan 
sisi keperdataan, khususnya pada pengaturan 
terkait dengan kontrak (Wightman, 2000: 
122). Penggunaan aturan perdata sebagai 
penghubung tujuan antara pihak pemerintah 
dan swasta menimbulkan suatu hubungan 
yang bersifat timbal-balik yang didasarkan 
oleh konsep persetujuan. Sifat dari hubungan 
pemerintah-swasta yang bertimbal-balik atas 
dasar suatu persetujuan memperkuat diper-
lukannya suatu pembentukan kontrak, yang 
selanjutnya menimbulkan hubungan yang 
besifat kontraktual (Campbell & Harris, 2005: 
8). Hubungan yang bersifat kontraktual anta-
ra pihak pemerintah dan swasta dalam misi 
pembangunan dengan menyediakan sarana-
prasarana memiliki tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, hal ini salah satunya 
diwujudkan dalam bidang kesehatan dengan 
mewujudkan penyediaan layanan rumah sa-
kit. Penyediaan infrastruktur serta pelayanan 
rumah sakit merupakan bentuk pemenuhan 
kebutuhan berbasis kesehatan masyarakat 
(Torchia, Calabrò, & Morner, 2015: 238, 
249) sebagai suatu bentuk pemenuhan ke-
perluan atas kesehatan yang fundamental 
bagi setiap individu. Dalam rangka menye-
diakan fasilitas rumah sakit bagi masyarakat, 
pihak pemerintah melakukan kerjasama den-
gan pihak swasta untuk memperluas jang-
kauan pembangunan dengan pembiayaan 
yang efektif (Trebilcock & Rosenstock, 2015: 
335). Kerjasama yang dilakukan pemerintah-
swasta untuk menyediakan fasilitas pelaya-
nan kesehatan rumah sakit dilakukan dengan 
menerapkan metode tertentu yang berbasis 
kontraktual.

Pelaksanaan pembangunan fasilitas 
kesehatan rumah sakit berbasis kontraktual 
dalam kerjasama pemerintah-swasta dilaku-
kan dengan konsep PPPs atau contracting-
out (Maurya, 2018: 284-285; Sciulli, 2008: 
31). Metode penerapan konsep kontrak da-
lam PPPs atau contracting-out merupakan 
upaya yang memiliki sifat privat atau keper-
dataan terkait dengan hubungan pihak-pihak 
tertentu. Penerapan metode PPPs atau cont-
racting-out didasarkan atas pembuatan kont-
rak yang mendasari adanya hubungan ker-
jasama pemerintah-swasta (Custos & Reitz, 
2010: 558-559). Dalam pelaksanaannya, 

PPPs atau contracting-out memiliki dasar 
yang sama yaitu pembentukan suatu kont-
rak dalam pelaksanaan kegiatannya. Kontrak 
merupakan suatu perjanjian atau kesepaka-
tan yang dibuat atas dasar suatu hubungan 
yang sedang berjalan berupa pertukaran mo-
tif secara mutual dalam bentuk kerjasama 
(Mitchell, 2009: 676). Pengertian atas kont-
rak menunjukkan bahwa pelaksanaan PPPs 
atau contracting-out dalam pembangunan 
memerlukan kesepakatan kerjasama yang 
dalam hal ini adalah diantara pihak peme-
rintah dan swasta. Kerjasama yang dilakukan 
dalam PPPs atau contracting-out perlu untuk 
dilakukan secara mutual dan sifat saling ter-
buka. Namun, perlu diketahui bahwa peng-
gunaan kontrak dalam PPPs atau contracting-
out akan membatasi keterlibatan yang hanya 
dalam skala hubungan pemerintah dan pihak 
swasta terkait. Kontrak yang dibuat dalam 
PPPs selain memiliki tujuan untuk mendasari 
perjanjian yang akan disetujui oleh pihak pe-
merintah maupun swasta juga ditujukan un-
tuk menyeimbangkan kepentingan keduanya 
(Vincent-Jones, 2000: 323). Keperluan pe-
merintah untuk mempercepat pembangunan 
demi kemakmuran rakyat perlu untuk dijaga 
pelaksanaannya ketika berhubungan dengan 
sektor privat yang berbasis profit. Pembentu-
kan kontrak PPPs dilakukan dengan metode 
contracting-out oleh pihak pemerintah kepa-
da swasta sebagai bentuk kerjasama dalam 
menyampaikan berbagai bentuk pelayanan 
kepada masyarakat (Palmer, 2000: 821). 
Penyampaian pelayanan yang dilakukan 
dengan cara contracting-out salah satunya 
adalah penyampaian pelayanan kesehatan, 
khususnya pada penyediaan layanan fasilitas 
rumah sakit. Penyediaan layanan oleh pihak 
swasta atas dasar contracting-out akan mem-
berikan kewenangan bagi pihak swasta untuk 
menjalankan bisnis yang sebelumnya diba-
wah kewenangan pemerintah (Johnston & 
Seidenstat, 2007: 237). Kewenangan dalam 
pengelolaan rumah sakit yang diberikan oleh 
pihak pemerintah kepada swasta diantaranya 
adalah terkait dengan penyediaan fasilitas 
rumah sakit di daerah, perbaikan sarana-pra-
sarana yang dibangun, penyediaan supplai 
medis, serta penyediaan layanan kedokteran 
gigi secara terjangkau. Dengan mengadakan 
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contracting-out pada pihak swasta, maka 
dapat dinyatakan bahwa pemerintah meny-
erahkan kewenangan pengelolaan kepada 
pihak swasta, hal ini menciptakan suatu isti-
lah yaitu privatisasi oleh pihak swasta (Brud-
ney, Fernandez, Ryu, & Wright, 2005: 394). 
Privatisasi yang dilakukan oleh pihak swasta 
dilakukan atas dasar hubungan kontraktual 
yang terbentuk dari contracting-out yang di-
lakukan oleh pihak pemerintah. Penyediaan 
segala keperluan dalam operasional rumah 
sakit oleh pihak swasta tentunya didasari 
oleh pemikiran untuk menghasilkan profit 
dari pemberian layanan kesehatan yang di-
berikan (Rundall & Lambert, 1984: 522). 
Meskipun demikian, dalam usaha menda-
patkan keuntungan dari usaha perumahsa-
kitan pihak swasta tidak dapat secara bebas 
memonopoli bisnis itu, keadaan ini disebab-
kan oleh adanya keterikatan pihak swasta 
pada kontrak yang telah dibuat sebelumnya 
dengan pihak pemerintah. Terikatnya pihak 
swasta pada kontrak yang dibuat terkait den-
gan penyediaan layanan rumah sakit menun-
jukkan arti penting dari fungsi restraint pem-
buatan kontrak (Mwesigwa, Bagire, Ntayi, & 
Munene, 2020: 892).

Privatisasi dari pihak swasta atas bisnis 
yang awalnya dibawah kewenangan peme-
rintah pada dasarnya terikat atas hubungan 
kontraktual yang tercipta dari pelaksanaan 
contracting-out. Fungsi restraint atau pemba-
tasan sebagai salah satu bagian dalam pem-
buatan kontrak merupakan suatu fungsi yang 
penting pelaksanaannya, khususnya terkait 
dengan kerjasama dalam bidang perumahsa-
kitan yang melibatkan modal dan pengaruh 
yang signifikan (Barati, Sadeghi, & Bahrami, 
2019: 213). Selain dari esensialnya pemba-
tasan tertentu dalam suatu kontrak, pembua-
tan kontrak memerlukan penerapan berbagai 
unsur secara tepat agar pelaksanaan cont-
racting-out memiliki dasar yang seimbang. 
Secara normatif, pembuatan suatu kontrak 
harus memenuhi berbagai kriteria dasar be-
rupa: adanya suatu kesepakatan; konside-
ran; keinginan untuk membentuk hubungan 
hukum; kapasitas; serta formalitas (Richards, 
2009: 13-109). Kriteria dasar dalam pem-
bentukan kontrak merupakan unsur-unsur 
yang diperlukan sebagai bentuk keabsahan 

suatu kesepakatan yang disetujui. Pada krite-
ria terkait dengan adanya suatu kesepakatan, 
keinginan penyediaan layanan rumah sakit 
oleh pihak pemerintah, serta adanya peluang 
bisnis dari pihak swasta menjadi bakal dari 
adanya suatu kesepakatan (Odendaal et al., 
2018: 7). Namun, ketika akan menyepaka-
ti sesuatu pihak pemerintah maupun swasta 
perlu untuk melakukan pertimbangan atau 
konsiderasi (Adams & Brownsword, 1990: 
541-542). Setiap pihak perlu mempertim-
bangkan berbagai faktor yang akan mempen-
garuhi didalam pembentukan suatu kontrak. 
Dalam sektor kesehatan, khususnya pada pe-
nyediaan fasilitas rumah sakit, pertimbangan 
yang diajukan dapat berupa durasi kontrak; 
serta peran pembiayaan; dan perwujudan 
atas tujuan masing-masing (Maluka, 2018: 
916-917). Selain dari perlunya kesepakatan 
atas dasar pertimbangan, kordinasi antara pi-
hak pemerintah dan swasta diperlukan untuk 
membentuk sistem pelaksanaan kontrak PPP 
yang efektif, hal ini diwujudkan dengan niat 
untuk menjalankan fungsi masing-masing un-
tuk menyediakan layanan kesehatan secara 
efektif dan proporsional (Mshana, Aagard, 
Cullen, & Tschida, 2018: 139). Selanjutnya 
dalam berkontrak, perlu untuk melihat kapa-
sitas dalam hal berkontrak, hal ini terkait den-
gan status pihak yang dapat melakukan kont-
rak berkaitan dengan dimensi hukum yang 
didasari oleh adanya potensi ketidakcocokan 
dan kemampuan seseorang dalam memenu-
hi kesepakatan yang telah diberikan, seperti 
halnya dalam penyediaan layanan rumah sa-
kit adalah kapasitas modal dan penyediaan 
yang dimiliki oleh perusahaan yang akan 
dikontrak (Preker & Harding, 2000: 9-10). 
Ketika berbagai kriteria kontrak telah terpe-
nuhi, maka selanjutnya dibuat suatu media 
untuk menyatakan keabsahan suatu kontrak 
secara formal. Media yang digunakan dalam 
interpretasi kontrak penyediaan layanan ru-
mah sakit biasanya akan berupa tulisan da-
lam suatu dokumen, sifat tertulis ini didasar-
kan oleh sektor kesehatan yang memerlukan 
permodalan dan memiliki pengaruh yang 
cukup signifikan bagi masyarakat (Barati et 
al., 2019: 213). Setelah menelaah basis dari 
pembuatan kontrak yang selanjutnya akan 
menciptakan hubungan kontraktual, da-
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lam hal ini PPP berdasarkan contracting-out 
akan menimbulkan hubungan pemerintah-
swasta. Namun, dalam pembuatan kontrak 
secara hukum, basis pembuatan kontrak 
perlu untuk memperhatikan isi dari kontrak 
yang terdiri atas ketentuan dan pengecualian 
(Richards, 2009: 123). Ketentuan dan pen-
gecualian dalam kontrak merupakan rep-
resentasi dari keinginan kedua belah pihak 
yang didasarkan atas ketentuan hukum yang 
berlaku. Ketentuan hukum yang mendasari 
pembuatan kontrak, khususnya dalam wujud 
contracting-out, dapat dilihat pada sistem 
hukum privat Indonesia. 

Pemerintah Indonesia berdasarkan 
UUD NRI 1945, Pasal 28H, Ayat (1), ber-
kewajiban menyediakan pelayanan keseha-
tan yang baik bagi warga negaranya sesuai 
dengan amanat setiap orang tanpa terkecuali 
dengan mendapatkan pelayanan kesehatan 
secara baik (Yustina, 2019: 95). Kata “ baik” 
dalam hal ini menjadi suatu perdebatan, 
namun secara umum dapat disetujui bahwa 
aspek tersebut tidak boleh lepas dari rakyat 
sebagai penerima manfaatnya. Pemenuhan 
amanat tersebut tidak mungkin dapat dila-
kukan oleh Pemerintah secara mandiri, se-
hingga diperlukan kerjasama terutama den-
gan pihak ketiga. Secara umum, pemerintah 
diberikan kewenangan untuk melakukan 
kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana 
yang tertulis dalam UU No. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195, 
Ayat (1), bahwa daerah memiliki wewenang 
untuk memilih pihak yang dipandang mam-
pu membantu pembangunan infrastruktur 
daerah atas dasar pertimbangan efisiensi 
dan efektifitas pelayanan publik (Bansaleng, 
2017: 22). Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 
memberikan catatan bahwa pertimbangan 
kerjasama dengan pihak lain perlu menggu-
nakan mekanisme musyarah sebagai fungsi 
kontrolnya. Pihak ketiga sebagaimana dise-
butkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, Ayat 
(3), dapat diartikan secara luas, termasuk 
adalah pihak swasta (Neta, 2006: 17). Se-
lain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 67 
Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan 
Infrastruktur yang kemudian direvisi menjadi 
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, 

pemerintah menegaskan urgensi keikutser-
taan badan usaha atau pihak swasta dalam 
pengembangan infrastruktur yang bertujuan 
untuk pelaksanaan pembangunan nasional 
atas dasar kesejahteraan dan peningkatan 
daya saing (Anggraeni & Sari, 2020: 132). 
Dengan sektor layanan publik sosial yang se-
makin beragam dan segala kendala anggaran 
dan tekanan yang memerlukan penyesuaian 
anggaran, pemerintah Indonesia membuat 
hubungan kontraktual dengan pihak swasta 
terkait proyek infrastruktur jangka panjang, 
khususnya kontrak mengenai pembangunan 
rumah sakit (Zheng et al., 2008: 45). Penyedi-
aan rumah sakit merupakan tanggung jawab 
dari pemerintah pusat dan juga pemerintah 
daerah seperti yang telah tertuang pada ke-
tentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a), Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 
Rumah Sakit. Berdasarkan PPP penyediaan 
fasilitas rumah sakit serta tanggungjawab pe-
menuhannya, maka pemerintah selanjutnya, 
menyerahkan proses pembangunan fasilitas 
rumah sakit tersebut kepada pihak swasta se-
bagai upaya untuk pembangunan atas dasar 
kontrak. Proses PPP rumah sakit di Indone-
sia adalah bagian dari hubungan kontraktual 
jangka panjang yang disepakati bersama un-
tuk meminimalkan beban keterbatasan ang-
garan negara dalam memenuhi kebutuhan 
layanan publik di sektor kesehatan.

Syarat sahnya suatu kontrak tertuang 
dalam Pasal 1320KUHPerdata yaitu: adanya 
kesepakatan mereka yang mengikatkan di-
rinya, kecakapan untuk membuat suatu pe-
rikatan dalam diri para pihak, adanya suatu 
pokok persoalan tertentu, dan ada suatu se-
bab yang tidak terlarang (Wicaksono, 2017: 
324). Lebih lanjut dalam pasal 1329 KUH-
Perdata menjelaskan: Setiap subjek hukum 
memiliki kewenangan untuk membuat suatu 
hubungan kontraktual kecuali ia dinyatakan 
tidak cakap untuk itu. Pasal 1653 KUHPer-
data tentang pengertian Badan Hukum men-
jelaskan: Di dalam hukum perdata selain 
perseroan perdata, himpunan orang-orang 
sebagai badan hukum juga diakui sebagai 
subjek hukum, entah badan hukum tersebut 
diadakan oleh pemerintah sebagai pemegang 
kekuasaan umum, atau suatu badan hukum 
yang didirikan dan diperkenankan untuk sua-
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tu maksud yang tidak bertentangan dengan 
hukum positif ataupun kesusilaan (Prana-
ningrum, 2014: 79). Hubungan kontraktual 
merupakan bagian dari hukum privat sehing-
ga para pihak yang terlibat di dalamnya juga 
diatur oleh hukum privat. Sesuai ketentuan 
Pasal 1329 KUHPerdata tersebut, tiap orang 
yang dalam hal ini dimaksud orang perseoran-
gan dan/atau badan hukum memiliki wewe-
nang untuk membuat suatu kontrak (Andika, 
2015: 31). Dalam hal hubungan kontraktual 
antara pemerintah dan pihak swasta, pihak 
swasta merupakan badan hukum privat yang 
telah ditetapkan di dalam KUHPerdata dan 
berwenang untuk membuat suatu perikatan. 
Pihak pemerintah yang merupakan repre-
sentasi publik dalam hubungan kontraktual 
yang bersifat privat dapat bertindak dengan 
prinsip kesederajatan dengan pihak lain ka-
rena adanya timbal balik yang dibutuhkan 
dari suatu perjanjian, dan pemerintah dalam 
melakukan perjanjian dengan pihak swas-
ta haruslah menggunakan badan hukumnya 
berupa badan usaha milik negara yang dapat 
bergerak di sektor privat (Rokhim, 2017: 41). 
Dengan kata lain, pemerintah sebagai badan 
publik dalam rangka memenuhi kepentingan 
publik, dapat bergerak menggunakan sektor 
privat sebagai badan hukum milik negara. 
Dasar legitimasi pemerintah untuk membuat 
kontrak pada dasarnya telah dijamin oleh hu-
kum positif, selama yang melakukan perjanji-
an berbentuk badan hukum milik negara.

Hubungan Kontraktual Public-Private 
Partnership dalam Pemenuhan HAM atas 
Kesehatan

Perlindungan HAM di Indonesia dilak-
sanakan dengan pembentukan peraturan pe-
rundang-undangan, sebagai peraturan pelak-
sana dari dasar-dasar HAM yang telah dijamin 
oleh konstitusi (Triwahyuningsih, 2018: 115-
116). Diantara regulasi untuk pemenuhan 
HAM adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan untuk menjamin hak warga nega-
ra perihal kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit untuk pemenu-
han hak atas layanan kesehatan masyarakat 
berupa rumah sakit. Penegakan nilai-nilai 
HAM juga dicerminkan oleh ideologi Panca-
sila dan dituangkan di dalam UUD NRI 1945 

sebagai nilai-nilai bangsa (Supriyanto, 2016: 
157-158). Penerapan nilai-nilai ideologi me-
rupakan keharusan di dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara. HAM sebagai perwu-
judan dari nilai kemanusiaan yang adil dan 
beradab harus didapatkan oleh semua lapi-
san masyarakat (Arifin & Lestari, 2019: 23). 
Pemerataan pemenuhan hak masyarakat atas 
kesehatan adalah bagian dari pengamalan ni-
lai keadilan di dalam Pancasila. Kemiskinan 
dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pemenuhan kesehatan dan HAM (Farmer, 
2008: 16) yang mana pemenuhan HAM ti-
dak boleh terhambat karena kurangnya ke-
mampuan ekonomi seseorang. Kesehatan se-
bagai hak dasar manusia, sebagaimana UUD 
NRI 1945 telah mengatur di dalam Pasal 28H 
tentang hak atas pelayanan kesehatan, maka 
pemenuhan HAM di bidang kesehatan me-
liputi pemenuhan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat luas dengan tujuan tercapainya 
kesehatan masyarakat (Basuki, 2020: 321). 
Kesehatan Masyarakat didefinisikan sebagai 
suatu usaha untuk memastikan terjaminnya 
kondisi di mana setiap orang dapat menik-
mati kesehatan (Mann et al., 1994: 8) dan 
salah satu aspek yang perlu diterapkan untuk 
mengurangi hal-hal buruk di bidang keseha-
tan (Hunt, 2004: 232). Kesehatan merupa-
kan bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh 
setiap warga negara tanpa terkecuali, sehing-
ga pemenuhannya adalah suatu keharusan. 
Konstitusi World Health Organization (WHO) 
1948 telah menegaskan bahwa setiap orang 
berhak atas pelayanan kesehatan untuk 
menggapai kesehatan yang setinggi-tingginya 
(Hidayat, 2017: 130). Penyediaan layanan 
kesehatan yang berkualitas adalah hak setiap 
orang untuk dinikmati sebagai bentuk peme-
nuhan haknya atas kesehatan. 

Perlindungan HAM merupakan bagi-
an dari tanggung jawab pemerintah sebagai 
implementasi dari prinsip demokrasi, yang 
menyatakan bahwa pemerintah diberi ke-
percayaan berupa kekuasaan untuk melin-
dungi hak-hak warga negara yang termasuk 
di dalamnya adalah kesehatan (Ardinata, 
2020: 321), sehingga negara memiliki tang-
gung jawab primer untuk meningkatkan 
kualitas kesehatan masyarakat (Singh et al., 
2007: 522). Hak atas kesehatan sebagai ni-
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lai yang fundamental perlu untuk dipenuhi 
dengan cara yang dapat pemerintah lakukan 
dengan menuntaskan setiap kendala demi 
terwujudnya pemenuhan HAM. Pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan publik bertang-
gung jawab atas jaminan hak sosial, terutama 
terkait dengan pelayanan kesehatan (Perlin-
geiro, 2014: 136). Kebijakan publik haruslah 
bersifat menyetarakan, kegagalan akan hal 
ini dapat berpengaruh buruk pada ekonomi 
nasional secara tidak langsung (Triggle, 2003: 
279-280). Paradigma penyetaraan perlu 
dilaksanakan secara utuh, sehingga tidak 
mengarah pada sentralisasi dan intranspa-
ransi publik (Larbi, 1998: 158). Rendahnya 
kualitas pelayanan kesehatan menyebabkan 
tingginya permintaan pelayanan kesehatan 
profesional, sehingga penyedia layanan kes-
ehatan termotivasi secara finansial dalam 
standar pelayanannya (Stone, 1980: 52). Pri-
vatisasi merupakan bentuk intervensi swasta 
atau perusahaan privat dalam domain publik 
dengan bentuk: (1) penghilangan tugas publik 
(termination of public task); (2) pelaksanaan 
contracting out; dan (3) pengerjaan tugas 
publik secara independen (self-governance) 
(Janssen & Made, 1990: 193). Hubungan 
privatisasi ditujukan untuk memudahkan pe-
merintah dalam pemenuhan kewajibannya, 
sehingga pemerintah ditempatkan sebagai 
manajer finansial yang terfokus pada manaje-
men resiko dan manajemen biaya (Yeatman, 
2001: 72). Perumusan contracting out yang 
menjamin pelayanan kesehatan hingga ke 
daerah terpencil merupakan tantangan, ka-
rena klausul kontrak yang dirumuskan harus 
mewakili tujuan paradigma tersebut (Palmer 
et al., 2006: 720). Hubungan kontraktual ini 
menghasilkan efektifitas manajerial rumah 
sakit (Laing, 1982: 25) seperti: (1) manaje-
men tenaga secara rasional, yaitu beban tugas 
kontraktor dengan institusi kesehatan nasio-
nal yang lebih spesifik akan mempermudah 
monitoring beserta rasionaliasi penggunaan 
tenaga kerjanya; (2) kendala anggaran mo-
dal, bahwa institusi kesehatan nasional akan 
menentukan budget sesuai periode yang 
kaku, sehingga tidak mampu beradaptasi 
dengan perkembangan teknologi medis; ser-
ta (3) skala ekonomi, yaitu bahwa sistem ope-
rasional dalam rumah sakit tidak bergantung 

pada ketersediaan tenaga medis dan fasilitas 
medis saja, tetapi juga terdapat peran dari te-
naga non-ahli. Namun, pada kenyataannya, 
pemegang wewenang atas sektor kesehatan 
kurang memahami manajemen supply dan 
demand dari alokasi tenaga tersebut. Cont-
racting out dapat mengarah pada monopoli 
secara alamiah (natural monopoly) (Domber-
ger & Jensen, 1997: 69). Monopoli dalam 
persaingan usaha terjadi karena adanya su-
perior skill yang didapatkan oleh swasta, se-
perti hak paten eksklusif yang diberikan oleh 
negara (Malaka, 2014: 41). Di Indonesia, UU 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
hadir untuk menjadi mekanisme restraint, 
sehingga ancaman tersebut cenderung bisa 
dibatasi (Bradburd, 1995: 246-267). Kebera-
daan mekanisme restraint atas dasar regulasi 
menjadikan pelaksanaan contracting out ti-
dak lepas dari kontrol pemerintah.

Pelaksanaan kerjasama pemerintah-
swasta perlu pada sektor kesehatan perlu 
untuk melihat kepada segi kualitas pemban-
gunan penunjang kualitas kesehatan. Keseha-
tan merupakan suatu keadaan di dalam diri 
manusia meliputi kesejahteraan fisik, mental, 
dan sosial yang perlu dipenuhi, salah satunya 
adalah dengan pengadaan infrastruktur kese-
hatan yang berkualitas (Gruskin et al., 2007: 
450). Penilaian terhadap infrastruktur rumah 
sakit melalui pendekatan tentang HAM meru-
pakan hal penting, karena merupakan pilihan 
pemerintah dalam upaya pemenuhan HAM 
atas kesehatan (London, 2008: 74). Penga-
daan infrastruktur kesehatan atau rumah sa-
kit merupakan hal mendasar untuk pelaksa-
naan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 
karena tanpa keberadaan infrastruktur yang 
memadahi, tingkat pelayanan kesehatan pun 
akan terbatas dan tujuan dari kesehatan ma-
syarakat tidak akan tercapai secara maksimal. 
Kebutuhan primer dalam perawatan keseha-
tan sebagai bentuk dari pelayanan kesehatan 
adalah keberadaan infrastruktur yang mema-
dai (Smith & Bryant, 1988: 913). Pengadaan 
infrastruktur kesehatan yang memadai terus 
diupayakan oleh pemerintah melalui pen-
ganggaran APBN atau APBD yang ditujukan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran masya-
rakat. Masyarakat selalu menuntut pelayanan 
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kesehatan publik yang berkualitas dari pihak 
rumah sakit, namun di sisi lain pemerintah 
belum dapat memberikan pelayanan sesuai 
dengan kualitas yang diharapkan karena ter-
kendala beberapa hal, khususnya terkait efi-
siensi biaya yang diturunkan dari APBN atau 
APBD, hal ini berbeda halnya dengan rumah 
sakit swasta yang berorientasi pada bisnis 
(Adam & Liwa, 2018: 113). Keberadaan PPPs 
dengan metode contracting out  adalah salah 
satu upaya yang tepat untuk memaksimal-
kan pembangunan dengan ketersediaan bia-
ya yang terbatas. Pentingnya pembangunan 
infrastruktur kesehatan adalah sebagai pra-
syarat agar pelayanan kesehatan masyarakat 
lebih meluas, dan menjangkau setiap warga 
masyarakat yang membutuhkan layanan kes-
ehatan (Smith & Bryant, 1988: 911). Jang-
kauan akses atas pelayanan kesehatan yang 
lebih luas dapat mengakomodir kebutuhan 
atas kesehatan masyarakat yang lebih luas 
pula, sehingga dapat menjamin pemenuhan 
HAM atas kesehatan secara lebih menyelu-
ruh. Meskipun demikian, berdasarkan hasil 
kajian Governance Assesment Survey (GAS), 
penyediaan layanan publik oleh pemerintah 
Indonesia masih menunjukkan kualitas yang 
cukup rendah (Sukriono, 2014: 230-231). 
Pengadaan infrastruktur publik telah dilaku-
kan, tetapi masih belum memiliki kualitas 
yang memadai. Infrastruktur kesehatan yang 
baik sangat diperlukan untuk menunjang 
kehidupan dan pemenuhan atas HAM (Ho-
soya, 2014: 8) sehingga perlu adanya suatu 
perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan, 
terutama pada fasilitas perumahsakitan. Me-
nyadari perlunya perbaikan dan penguatan 
kualitas pada infrastruktur rumah sakit, maka 
upaya evaluasi dapat dilakukan dengan upa-
ya identifikasi untuk menilai kelemahan sis-
tem sebagai upaya untuk menemukan solusi 
(Baker & Koplan, 2002: 22). Evaluasi peme-
rintah sebagai upaya pemenuhan hak atas 
kesehatan masyarakat, perlu untuk dilakukan 
demi menemukan solusi yang tepat, sehing-
ga akses terhadap pelayanan kesehatan yang 
merata dan berkualitas dapat terwujud.

Besarnya biaya pelayanan publik yang 
wajib disediakan oleh negara mengakibatkan 
turunnya kemampuan finansial negara (Nasi-
kun, 2003: 50). Tantangan dalam pembangu-

nan sektor kesehatan, selain di Indonesia, hal 
ini juga dihadapi oleh beberapa negara maju, 
terutama  pada aspek penyediaan kesehatan 
secara merata (Bano, 2017: 4).  Contracting 
out merupakan alternative solusi dari ketidak-
mampuan pemerintah untuk menyediakan 
pelayanan kesehatan publik, sekaligus solu-
si dari kecenderungan badan kesehatan pe-
merintah yang terlalu normatif (Murti, 2006: 
116). Pada umumnya, contracting out dalam 
pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi: 
layanan penyakit spesifik (diare, malnutrisi 
pada anak, wanita dan pria dewasa); paket 
dan layanan kesehatan primer spesifik; la-
yanan kesehatan primer umum (Liu et al., 
2008a: 3). Bentuk contracting out kesehatan 
juga dapat berupa: manajemen pelayanan 
kesehatan; pelepasan beban kepada pihak 
keluarga, individu, atau pihak ketiga (Rah-
man, 2020). Dalam pelaksanaan contracting-
out, outsourcing merupakan suatu opsi yang 
dirasionalisasi untuk dapat diterapkan (Sujat-
miko, 2010) sebagai sebuah solusi untuk pe-
nyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. 
Contracting pada sektor perumahsakitan me-
rupakan elemen pasar yang dilibatkan pada 
domain publik secara selektif, dengan tujuan 
untuk menciptakan kondisi “meritokrasi pe-
layanan kesehatan” yang selanjutnya dapat 
memicu kompetisi pembangunan. Pemerin-
tah sebagai konsumen jasa pun akan memi-
lih penyedia atau kontraktor yang dianggap 
paling memenuhi standar untuk dikontrak 
(Mcpake & Banda, 1994: 27). Pelaksanaan 
kontrak pemerintah-swasta perlu untuk 
memperhatikan faktor kontrol pemerintah 
atas hubungan kontraktual seperti: regulasi 
yang baik; pengelolaan keuangan yang ber-
tanggung jawab; dan penetapan standar pe-
layanan kesehatan (Ayuningtyas, 2009: 117). 
Namun, dalam pelaksanaan fungsi kontrol, 
pemerintah berpotensi menghasilkan bebe-
rapa masalah seperti: (1) praktek korupsi, 
yang menyebabkan mahalnya pengeluaran, 
serta pembatasan secara signifikan atas peran 
pemerintah dalam menanggapi hal-hal daru-
rat; (2) ketergantungan pelaksanaan kepada 
kontraktor swasta yang mengurangi wibawa 
pemerintah; (3) pelaksanaan kontrak akan 
bergantung pada media tulis yang dihasilkan 
dan dapat beresiko pada akuntabilitas peme-



Pandecta. Volume 16. Number 1. June 2021 Page 92-105

102


rintah; (4) masuknya swasta dalam urusan 
pemerintahan akan menghasilkan peluang 
lobi anggaran pemerintah (Jubaedah, 2011: 
133). Namun, di Sao Paulo sebuah studi 
menggunakan indikator angka kematian bayi 
(IMR), angka kematian anak (CMR), sesi per-
temuan kesehatan primer (PHC appoint.), 
tingkat rawat inap penyakit yang dapat di-
cegah (hosp. prev.), dan tingkat rawat inap 
anak dengan penyakit pernafasan (hosp. rate 
resp.); menunjukkan bahwa strategi contrac-
ting out mampu untuk memperbaiki layanan 
kesehatan dan ketersediaan layanan keseha-
tan (Greve & Coelho, 2017: 923-933).

Peran swasta dalam fungsinya sebagai 
kolega pemerintah dalam penyediaan infra-
struktur pelayanan publik telah secara luas 
diketahui (Søreide, 2020: 158). Contracting 
out cenderung merupakan suatu tindakan 
administratif dengan adanya keterlibatan 
dukungan pemerintah, atau penawaran dari 
pihak swasta untuk berbagai alasan ekonomi 
yang jelas (Anderson & Crowder, 2000: 380). 
Alasan atas dasar nilai ekonomi menjadikan 
pembangunan infrastruktur dan outsourcing 
perumahsakitan menerapkan efisiensi angga-
ran pemerintahan. Contracting out memiliki 
tujuan untuk meningkatkan akses dan kuali-
tas layanan kesehatan dengan penghematan 
atau efisiensi biaya yang terbatas, namun ma-
sih tetap dapat menjangkau masyarakat luas 
sehingga tercapai suatu kesetaraan dalam 
kesehatan masyarakat (Liu et al., 2008: 3). 
Pemerataan akses terhadap pelayanan kese-
hatan sangat dibatasi oleh faktor pembiayaan. 
Contracting out memberikan penghematan 
biaya hingga 20% tanpa mengorbankan kua-
litas layanan kesehatan yang disediakan oleh 
pemerintah (Dijkgraaf & Gradus, 2003: 149), 
sehingga privatisasi perihal pengadaan rumah 
sakit dan outsourcing adalah sebuah langkah 
tepat untuk efisiensi biaya demi memenuhi 
hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. 
Kinerja yang efektif dari pihak swasta atas ke-
pentingan yang dibebankan pemerintah ke-
padanya, dapat menciptakan layanan publik, 
yang dalam hal ini adalah infrastruktur rumah 
sakit dan outsourcing, yang berkualitas (Cior-
ciari & Krasner, 2018: 3). Pemerintah dalam 
membuat kontrak dengan pihak swasta ter-
kait pelayanan kesehatan mengarahkan pada 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 
atas dasar efisiensi anggaran (Duggan, 2004: 
2550-2551). Pihak swasta yang berbasis pro-
fit dalam dibatasi oleh fungsi restraint dalam 
kontrak, sehingga pembatasan tersebut dapat 
menjamin tegaknya HAM atas komersialisa-
si, sekaligus sebagai upaya pemenuhan HAM 
atas kesehatan.

4.	Penutup 
Berdasarkan atas telaah terhadap PPP dan 
dampaknya terhadap pemenuhan HAM atas 
kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan PPP didasarkan atas hubungan 
kontraktual yang tercipta atas suatu kontrak. 
Kontrak yang diciptakan sebagai dasar PPP 
diwujudkan dengan penerapan contracting-
out, yang selanjutnya ditujukan untuk penye-
diaan infrastruktur dan sumber daya pelay-
anan kesehatan. Keterlibatan pihak swasta 
dalam PPP diperlukan atas tujuan untuk me-
wakili pemerintah dalam pemerataan pem-
bangunan, khususnya dibidang perumah-
sakitan, secara efektif dengan memperkecil 
penggunaan anggaran serta memperbanyak 
pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan. 
Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dengan PPP dapat memenuhi HAM yang 
berkaitan dengan akses serta ketersediaan 
layanan. Namun, pemenuhan HAM dalam 
PPP terkait dengan perumahsakitan yang 
berkaitan dengan pembentukan kontrak 
perlu untuk memperhatikan fungsi restraint. 
Fungsi restraint diperlukan untuk mengen-
dalikan sifat pihak swasta yang berusaha un-
tuk mengambil keuntungan yang sebesar-be-
sarnya dengan menerapkan regulasi tertentu 
dalam pembuatan kontrak.
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